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 ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan 

Rakyat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo 

Kabupaten Tanah Datar. Kinerja merupakan hasil dari pencapaian suatu pekerjaan 

oleh seseorang atau kelompok di dalam suatu organisasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja BPRN dilihat dari pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, dimana BPRN sebagai lembaga legislatif Pemerinahan Nagari di 

Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar. Pemerintahan nagari merupakan 

pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah nagari dengan BPRN. BPRN 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut; merancang dan menetapka peraturan 

nagari bersama wali nagari, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat nagari, 

mengawasi kinerja wali nagari, serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagari (APBNagari) bersama wali nagari. Metode penelitian ini, menggunakan 

deskriptif kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive 

sampling, pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan teknik 

pengumpulan data menggunakan  wawancara, studi dokumentasi dan focus group 

discussion(FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Efektivitas Kinerja Badan 

Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar: (a) BPRN Tapi Selo memilki 

dana anggaran,waktu, dan sumber daya manusia sebagai kelompok inputi, (b) BPRN 

telah melakukan process kerjanya yang sesuai ketepatan dan keakuratan, tetapi 

kurang cepat sehingga terlambat pelaporan APBNagari ke kecamatan, (c) Output dari 

kinerja BPRN Tapi Selo berupa peraturan nagari dan penatapan APBNagari, (d) 

Outcomes kinerja BPRN Tapi Selo baru menghasilkan kegiatan jangka pendek, (e) 

Benefit terciptanya APBNagari terjalinnya komunikasi, (f) impactnya tidak ada 

permasalahan dalam pemerintahan nagari, (f) BPRN telah memuat dan merancang 

peraturan nagari, (g) belum optimalnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat, (h) 

belumnya pngawasan knerja terhadap pelayanan publik. (2) Kendala BPRN Tapi 

Selo; (a) tidak lengkapnya sarana, (b) kurangnya koordinasi dan komunikasi, (c) 

kurangnya pastisipasi masyarakat, (d) tidak adanya sosialisasi terkain BPRN. 

Kata kunci: kinerja, efektivitas, BPRN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang otonomi yaitu 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu dan tatanan dan tuntutan berubah 

maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Reformasi membuat suasana baru pelembagaan politik ditingkat desa, 

terciptanya politik yang demokratis, otonom, dan prospektif dalam pembangunan 

masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada didaerah 

kabupaten, (Adon, 4: 2015). 

Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Undang-undang ini mengatur tentang pengaturan mengenai desa dimana 
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pengaturannya meliputi pembentukan, penghapusan, dan pembangunan desa, 

pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, keuangan desa, serta kerjasama 

antar desa. 

Pemerintahan desa merupakan pelaksana pemerintahan negara yang paling 

bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, 

pemerintahan desa tidak bisa terpisahkan dalam penyelenggaraan  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sejak berlakunya otonomi daerah. Desa adalah 

satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan 

hukum. Sedangkan, kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang 

merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten kota, (Adon, 110:2015). 

Sama halnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

pemerintahan desa juga memiliki lembaga pemerintahan yakni lembaga eksekutif 

dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya dan 

lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Indonesia memiliki keragaman bentuk pemerintahan desa. Sumatera Barat 

memiliki bentuk daerah kenagarian. Nagari merupakan pembagian wilayah 

administratif sesudah kecamatan di Provinisi Sumatera Barat.  Nagari adalah 

Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, 

berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan 

filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabbullah dan atau berdasarkan asal 

usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati. 
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Sistem Pemerintahan Nagari antara lain Nagari dipimpin oleh seorang Wali 

Nagari dan dibantu oleh Sekretaris Nagari, beberapa Pegawai Negeri Sipil, dan 

Wali Jorong. Disamping itu, terbentuk juga organisasi sebagai lembaga legislatif 

Nagari yakni Badan Permusyawaratan Nagari atau Bamus. Dasar pembentukan 

lembaga legislatif desa atau nagari ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa. “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 

lembaga yang melaksankan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis.” (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 4). 

Ketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam UU 

Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Ketujuh. Ketentuan pembentukan lembaga legislatif 

di desa  diperkuat oleh Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 

Khusus di Kabupaten Tanah Datar Badan Permusyawaratan Nagari dikenal 

dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari atau BPRN. Badan 

Permusyawaratan Nagari merupakan badan yang mengedepankan prinsip 

permusyawaratan dan permufakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari dalam 

menyelengarakan urusan Pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 12 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. 

Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Nagari. Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari :  
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a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali 

Nagari. 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari.  

c. Melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. 

d. Membuat dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari bersama 

wali nagari. 

Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah wakil jorong yang 

dipilih secara demokratis yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau 

dalam bentuk lainnya yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh 

Wali Nagari. Dasar pembentukan Badan Permusyaratan Rakyat Nagari (BPRN) di 

Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar diatur oleh Peraturan Bupati Tanah 

Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Permusyawaratan Rakyat Nagari.  

Tentunya dalam menjalankan Pemerintahan Nagari tidak terlepas dari yang  

namanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Agar  

penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Nagari benar-benar memberikan  

pelayanan yang prima kepada masyarakat di Nagari tersebut. Kedudukan  Badan 

Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah sebagai pendamping Wali Nagari 

dalam menyerap aspirasi rakyat yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
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Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang  Pokok-Pokok 

Pemerintahan Nagari. 

Pada tahun 2019 pembentukan dan pengukuhan anggota BPRN di Nagari 

Tapi Selo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 

144/115/PMD/2019 tentang Pengukuhan Keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Rakyat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara.  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dalam penulisan 

penelitian ini, penulis menemukan beberapa permasalahan di dalam efektivitas 

kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tapi Selo, mengenai 

fungsi dari BPRN itu sendiri belum terlaksana secara optimal. 

BPRN Tapi Selo belum memiliki sarana yang lengkap, seperti tidak adanya 

kotak aspirasi dan alat transportasi, sehingga membuat masukan atau input sebagai 

indikator kinerja membuat kinerja tidak maksimal. Serta belum adanya partipisasi 

dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. 

Adapun permasalahan lainnya adalah masih lamanya penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Wali Nagari dengan BPRN pada tahun 2019, 

pernyataan ini dipertegas dari wawancara penulis dengan Wali Jorong Tangah 

Padang Nagari Tapi Selo Bapak Fadli Abror (15 Oktober 2020) yang mengatakan: 

“penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk tahun 2019 

oleh Wali Nagari dengan BPRN terbilang cukup lama karena dapat dilihat 

saat ini untuk tahun 2020 sudah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari, tetapi setelah kedudukan wali nagari diisi oleh Pelaksana 

Tugas Wali Nagari dari Kecamatan. Untuk tahun 2019 itu munkin karena 

ada beberapa faktor yang menyebabkan lamanya ditetapkan dan mungkin 

masih kurangnya optimalnya kinerja kedua bidang tersebut”. 
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Berdasarkan wawancara tersebut maka terlihat kinerja dari BPRN belum 

optimal dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Pada 

indikator process di segi kecepatan, BPRN Tapi Selo belum cepat dalam 

menanggapai suatu permasalahan yang ada. Penulis sebagai penduduk asli Nagari 

Tapi Selo memang baru melihat pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari dipampang di wilayah Nagari Tapi selo. 

BPRN dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas kinerja wali nagari 

belum maksimal karena pada kantor wali nagari proses pelayanan publiknya yang 

belum baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Rika selaku Plt. 

Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lintau Buo Utara yang menyatakan 

bahwa: 

“…Pemerintahan Nagari Tapi Selo belum bisa masuk ke dalam pembinaan 

pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar, karena pemerintahannya belum 

memunuhi indikator-indikator penilaian dalam pembinaan pelayanan 

publik, seperti mereka belum memiliki maklumat pelayanan, kotak saran 

atau yang disebut dengan pengolahan pengaduan. Intinya mereka belum 

memenuhi indikator-indikator penilaiaan”. 

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan dari 

BPRN sebagai salah satu fungsi dari BPRN yang mengawasi kinerja Wali Nagari 

Tapi Selo dalam memenuhi indikator penilaian. 

Hasil yang dikeluarkan oleh BPRN Tapi Selo baru sekedar produk-produk 

hukum yang umum saja. BPRN belum memiliki inisiatif untuk menciptakan 

peraturan atau kegiatan yang untuk memajukan nagari. Hasilnya baru berupa 
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peraturan nagari tentang anggaran nagari tahun 2019 dan tahun 2020 serta 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2019 dan 

2020. 

Aspirasi masyarakat Nagari Tapi Selo belum tertampung secara maksimal, 

dimana BPRN Tapi Selo belum optimalnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

BPRN Tapi Selo tidak memiliki media untuk masyarakat yang akan 

menyampaikan aspirasinya tentang kehidupan di Nagari Tapi Selo. Tidak semua 

masyaarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada 

masyarakat. BPRN juga kurang berkoordinasi dengan wali jorong dalam hal apa 

yang dinginkan oleh masyarakat.  Hal ini membuat kurangnya partisipasi 

masyarakat untuk menyampaikan apsirasi kepada BPRN. Hal ini dipertegas oleh 

Afriyanto salah seorang masayarakat Nagari Tapi Selo, yang menyatakan: 

“dalam menyuarakan aspirasi di nagari ini (Tapi Selo), BPRN sebagai 

tempat penampung aspirasi masyarakat belum memperlihatkan sebagai 

penampung aspirasi masyarakat, karena BPRN tidak aktif untuk menggali 

aspirasi masyarakat dan BPRN tidak memiliki media untuk masyarakat 

sebagai tempat menyuarakan aspirasi. Tetapi, disamping itu masyarakat 

juga tidak aktif untuk menyuarakan aspirasi” 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa BPRN dalam 

melaksanakan fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat belum berjalan 

dengan baik serta partisipasi dari masyarakat juga belum untuk menyampaikan 

aspirasi kepada BPRN. 

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di dekat rumah penulis 

secara acak yang bernama Ira Wati yang menyatakan: “kami belum mengetahui 
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tentang fungsi BPRN seutuhnya yang sebagai penampung aspirasi”. Ini 

menunjukkan belum maksimalnya tentang sosialiasi fungsi BPRN dan Fungsi dari 

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah menerima aspirasi masyarakat, 

fungsi ini belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya masyarakat yang 

belum mengetahui tentang BPRN yang dapat menampung aspirasi masyarakat dan 

menjadi tangan kanan masyarakat dalam menyeruakan tuntutan masyarakat. 

Berdasarkan pemikiran di atas penulis melakukan penelitian tentang 

”Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten 

Tanah Datar”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Kurangnya input  yang dimiliki oleh BPRN dalam bekerja seperti tidak adanya 

kotak aspirasi bagi masyarakat dan kurangnya partipiasi masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi. 

2. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja wali nagari terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal pelayanan publik. 

3. Hasil yang dikeluarkan oleh BPRN baru produk-produk hukum yang umum 

saja, BPRN belum ada inisiatif untuk menciptakan hal-hal yang baru atau 

belum memiliki terobosan,  
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4. Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat nagari dimana aspirasi 

masyarakat bisa dirancang menjadi suatu kegiatan jangka pendek maupun 

menengah, 

5. Tidak adanya sosialisasi tentang BPRN kepada masyarakat. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut memperoleh luasnya dimensi 

permasalahan. Namun, peneliti memberi batasan masalah secara terfokus dan jelas 

yakni pada “ Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo 

Utara Kabupaten Tanah Datar”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah 

diajukan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di 

Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Nagari?  

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Nagari dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengatahui efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari 

di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Nagari. 
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2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat 

Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Nagari. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, 

pengetahuan mengenai Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang 

merupakan mata kuliah Pemerintahan Nagari.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membina 

rumah tangga daerah itu sendiri. 

b. Bagi nagari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, 

masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Permusyawaratan Rakyat 

Nagari (BPRN) di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar. 

c. Bagi mahasiswa untuk menjadi acuan atau referensi dalam membuat skripsi 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti, pembaca serta pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 


